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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarakan hasil pembahasan sebelumnya, dimana telah diuraikan oleh 

peneliti, maka ada beberapa hal atau intisari-intsari yang dapat disimpulkan sebagai 

hasil akhir untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif proses penkajian 

mengenai Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pasal 273 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yakni: 

1. Bahwa Ius Constitutum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 273 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan saat ini adalah ditujukan kepada penyelenggara jalan, 

dimana peneyelenggara jalan sebagaimana dimaksud dalam 

pendefinisiannya menurut peneliti tidak jelas, sebab penyelenggara jalan 

dalam rumusan Pasal 273 dapat merujuk kepada semua penyelenggaraan 

jalan sebgaimana dijelaskan di dalam pasal 5 dan pasal 7 UU LLAJ, 

sehingga menurut peneliti pasal 273 saat ini belum bisa menjamin adanya 

kepastian hukum di dalamnya sebab menurut peneliti masih abstrak dan 

membuka untuk ditafsirkan secara luas, sementara rumusan mengenai 

ketentuan pemidanaan yang memuat sanksi pidana haruslah bersifat rigid, 

hal ini untuk menghindari penyalagunaan terhadap pasal pemidanaan. 
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2. Bahwa Faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan pasal 273 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan adalah karena subjek hukum yang menerima 

pendelegasian kewenangan tersebut disebabkan banyaknya intervensi baik 

dari sisi politik maupun dari sisi ekonomi yang dihadapi penegak hukum, 

selain karena aparat penegak hukum (kepolisian) juga adalah salah satu 

yang menjadi pihak terlibat di dalamnya. Selain itu juga lemahnya 

kemampuan penegak hukum dalam melakukan penyidikan kasus 

kecelakaan tersebut, dimana kesulitan yang dihadapi penyidik adalah 

mengidentifikasikan sumber yang benar yang penjadi penyebab terjadinya 

kecelakaan lalu lintas selain karena pengkategorian kata penyelenggara 

jalan dalam Pasal 273 sangat luas yang menyebabkan Kepolisian sangat 

sulita dalam melakukan peneyelidikan terhadap pihak-pihak yang 

dimaksukan. 

3. Bahwa Rekonstruksi model Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 273 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan harus memperhatikan beberapa hal, dimana harus melihat 

dari aspek sosiologis, yuridis, dan tantangan masa depan sehingga dengan 

alasan itu maka peneliti kemudian menentukan terlebih dahulu terkait 

dengan aspek pertanggungjawban yang akan diberikan, sehingga sampai 

pada sebuah kesimpulan bahwa penyelenggara jalan sebagaimana 

dimaksud pada pasal 273 adalah peneyelenggara urusan pemerintahan 

dibidang jalan, dimana ini akan merujuk kepada organ atau Lembaga yang 
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dimaksudkan dalam Pasal 8 UU LLAJ, senhingga peneliti merumuskanya 

dalam rekonstruski pasal 273 dengan menegaskan bahwa penyelenggara 

jalan yang dimaksud adalah “Penyelenggara urusan pemerintahan di 

bidang Jalan”. 

5.2 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi peneliti atas permasalahan yang didapati adalah antara 

lain sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebab terdapat beberapa 

ketentuan-ketentuan yang sudah perlu dilakukan perubahan, misanya saja 

adalah terkait dengan ketentuan dalam pasal 273 dalam UU ini. 

2. Bagi lembaga DPR dan Pemerintah, ke depan dalam rangka perbaikan dan 

revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan ke depan, maka harus dibuatkan naskah akademiknya 

sebab, Ketika perumusan UU ini hamper tidak ditemukan adanya sebuah 

naskah kajian akademik yang dibuat khusus untuk mengkaji pembentukan 

UU LLAJ ini, sehingga menimbulkan beberapa ketentuan yang sifatnya 

abstrak, sehingga ke depan diharapkan kepada DPR dan Pemerintah 

menyiapkan terlebih dahulu Naskah Akademiknya. 

3. Bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

harus membaskan diri dari kepentingan-kepentingan jangka pendek yang 

dapat merusak citra aparat dalam menjalankan tugas sebagai abdi 
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negara dalam rana penegakan hukum, sehingga tidak bisa di intervensi 

dalam bentuk tendensi-tendesi politik apapun oleh pihak lain diluar 

kepolisian, sehingga akan terwujud penegakan terhadap ketentuan-

ketentuan peraturan perundang undanganm terutama Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

4. Perlu dilakukan penyamaan persepsi dan paradigma pentuan sanksi yang 

dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebab salah satu kelemahan yang peneliti 

temuakan dalam UU ini adalah ketentuan sanksi masih dibuat terpisah dari 

Bab khusus tentang ketentuan sangksi, sementara dalam UU 12 tahun 

2011 Tetang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jelas 

menamanatkan bahwa ketentuan sanksi harus dibuat dalam satu bab 

khusus. 
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